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RINGKASAN 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA PERTANAHAN 

Oleh : 

Dekha Isvan Mahardika1, Suprapto2 

Sengketa pertanahan biasanya muncul akibat tumpang tindih hak atas tanah, ketidakjelasan 

status kepemilikan, hingga adanya pengambilalihan tanah masyarakat tanpa prosedur hukum yang 

sah. Masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedesaan atau masyarakat adat, sering kali 

berada dalam posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun hukum, sehingga mengalami 

kesulitan dalam memperjuangkan hak atas tanah yang mereka miliki atau kuasai secara turun-

temurun. Dalam kondisi ini, kehadiran negara menjadi sangat penting sebagai pelindung hak-hak 

masyarakat. 

Konflik antara masyarakat adat atau petani dengan perusahaan besar menjadi isu yang 

kompleks, dan masyarakat mengalami kriminalisasi karena dianggap menguasai lahan secara 

ilegal. Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap 

masyarakat, terutama dalam menghadapi kekuatan modal dan kekuasaan. Lemahnya perlindungan 

hukum juga disebabkan oleh belum optimalnya peran lembaga penegak hukum dan lembaga 

pertanahan dalam menangani sengketa secara adil dan cepat. Banyak kasus sengketa pertanahan 

yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum.  

Namun jika dua jalur litigasi dan jalur non-litigasi dalam sengketa tanah gagal maka situasi 

yang sangat tidak ideal dan harus dihindari. Ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa 

yang ada belum mampu mengakomodasi keadilan bagi semua pihak, dan membutuhkan perhatian 

serius dari pembuat kebijakan serta penegak hukum. 
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA PERTANAHAN 

ABSTRAK 

Oleh : 

Dekha Isvan Mahardika3, Suprapto4 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, sengketa pertanahan, masyarakat, mekanisme hukum. 

Penelitian ini membahas penyelesaian Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan 

kompleks yang terus terjadi di Indonesia, terutama ketika hak-hak masyarakat atas tanah 

bersinggungan dengan kepentingan negara atau korporasi. Permasalahan ini sering kali 

menimbulkan ketidakadilan, kriminalisasi, bahkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya 

terhadap kelompok masyarakat rentan seperti petani dan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan serta mengevaluasi mekanisme hukum yang tersedia menurut sistem hukum 

di Indonesia.. 

Perlindungan hukum terhadap masyarakat telah diatur dalam berbagai peraturan seperti UUPA, 

Undang-Undang HAM, dan Peraturan Menteri ATR/BPN, namun implementasinya masih 

menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek aksesibilitas, keberpihakan aparat, dan 

transparansi. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa terbagi menjadi jalur litigasi dan 

non-litigasi, termasuk mediasi oleh kantor pertanahan, musyawarah adat, hingga penyelesaian 

melalui lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Sayangnya, efektivitas 

mekanisme tersebut sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dan kapasitas lembaga terkait 

dalam menjamin keadilan substantif. 
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LEGAL PROTECTION FOR THE COMMUNITY IN RESOLUTION OF LAND DISPUTES  

ABSTRACT 

By: 

Dekha Isvan Mahardika5, Suprapto6 

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin 

Keywords: Legal protection, land disputes, community, legal mechanisms. 

This study discusses the resolution of land disputes, which are a complex and ongoing problem in 

Indonesia, especially when community rights to land conflict with state or corporate interests. This 

problem often leads to injustice, criminalization, and even human rights violations, particularly 

against vulnerable groups such as farmers and indigenous peoples. This study aims to analyze the 

forms of legal protection provided to communities in resolving land disputes and evaluate the legal 

mechanisms available under the Indonesian legal system. 

Legal protection for communities has been regulated in various regulations, such as the Basic 

Agrarian Law (UUPA), the Human Rights Law, and the Regulation of the Minister of Agrarian 

Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (BPN). However, its implementation still 

faces serious challenges, particularly in terms of accessibility, bias by officials, and transparency. 

Meanwhile, dispute resolution mechanisms are divided into litigation and non-litigation channels, 

including mediation by land offices, customary deliberations, and resolution through independent 

institutions such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and the 

Ombudsman. Unfortunately, the effectiveness of these mechanisms depends heavily on the 

government's commitment and the capacity of relevant institutions to ensure substantive justice. 
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